
INSTRUKSI N,rEfrTEru OUAN,T NEGbRI, 
...., .;.

I.loN,{oR o rairuN rgyo
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN h{ENTERI
DALAM NEGERI NONIOR 21 TAHUN 1994, NOITOR 2;

TAHUN 1994 DAN NOMOR 23 TAHUN 1994

Nlenimbang :

Mengingat

MENTERI DALAI\{ NEGERI,

bahwa dengan dikeluarkannya Kepurusan Menteri
Dalam Negeri  Nomor 2l  Tahun 1994 tentang
P e d o m a n  O r g a n i s a s i  d a n  T a r a k e r j a  D i n a s
Kcsehatan, Nomor22 Tahun I 994 rentanj pecloman
Organisasi dan Tatakerja Rumah Saklt Urnum
Daerah dan Nomor23 Tahun 1994 tentang pedeman
Organisasi  dan Tatakerja pusat I iesehatan
Masyarakat (PUSKESMAS), perlu memberikan
petunjuk pelaksanaannya yan g ditetapkan dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri.

I . Undang-Undang Nomor 5 Tahun I 974 tentans
Pokok-Pokok pemerintahan di  Daerai l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I 974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Repub.lilc Indonesia nornor 303i. ):

2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan {I :embaran Negara
Republik Indonesia Tahun I 992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo_
nesia Nomor 3495\:
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tah Nornor 7 Tahun 1987
h a n  S e b a g i a n  U t ' u s a n
i 'am giaang Kesehatan

Lernbaran Negara Reprrh l i l i

Indonesia Tahun 1987 Nomor 9. Tarrbaharr

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor

3;47F-, ' i

Peratnran Pemerintah Nomor 6 Tahtrn 1988

tentan g Koordinasi Kegi atar, lnstans i V ertlkal

di Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia Nomor

3 3 7 5 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat iI

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3487):

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndo-

nesia Nomor 3546);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan,Fungsional Pegawai Negeri

Sipil (Lembatan Negara Republik Indonesia

Tahun 1 994 Nomo r 22.T ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3547)',

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984

tentang Susunan Organisasi Departemen

sebagaimana telah dirubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 19931

5 .

6 .

1
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10 .

Keputusarr N,omor 38 Tahun t99l

;F"q,tips^i
Pensel6,ld i t ;

; d a n  T a t a c a r a

il;;.ii:ffii;ffi ;* r,*ii n o nja*sl'

I I

Tahun .199.2 tentang, Pedomari €ffiiSasi
Drnai Daerah:

a

Keputusan i l len' ter i  Dalam Negcri  Nonror 9l
T i i h u n  1 9 9 3  r e r j l d r l g  p c i e t a p r i r  d a n
Penatausahaan serta pertanggungjawaban
Keuangan Unit Swadana Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonror 21
Tahtrn 1994 tentang Fedoman Organisasidan
Tatakerja Dinas Kesehatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerahl

Keputusan Menteri.Dalam Negeri ]r{omor 23
Tahun l994tentans Pedoman Organisasr dan
Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

MENGINSTRUKSIKAN

l. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh
Indonesia.

2 .  Bupat i /Wal iko tamadya Kepa la  Daerah
Tingkat II Seluruh Indonesia.

Melaksanakan Keputusan Menreri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun I 994 tentangPedornan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Nomor 22Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Rumah Sakit Umum Daerah dan Nomor 2_3 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeria
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Fusat I Kesanr,o,, tt4rlyrrut. 'rt ( PUSKESMAS ).
,4 e n g a r1 Erp-#run fl B &ftF4,a p e I u ni u k p e I a k s an a r n
yS*aguinmfta reiclntum flzida I ampiran Kepurusan

KETIGA

KEEMPAT

. Penataan Organisasi Dinas Kesehatan. Rumah Sakit
Umunr Daerah dan Pusar Keseh*atan Masyarakat

t  sudah harfs selesai selambat- lambatnya 6 (enanr)
bulan sejak dikeluarkannva Instruksr ini .

Mel aksanakan lnstruks i in i dengan penu h tiluggult g
lawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri
Dalanr Negeri.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tangual ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1996
MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M

rrd
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LAMPIRAN .,..,...1,. rNs.rnu'4 8N.tcRI DAI-Alvl NEGERI
, ,.NQ,lvl-OR: :;6 TAHUN lq96

. rANccAL *3 rAlu*_lL 
loru

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSA;;;,*,UUi!'.
DALAl\ , I  NEGERI NOI\IOR ZI TNHUN I994-,  NO]VIOR 22

TAHUN 199.1 DAN NOMOR 23 T,.\}IUN 1994

I .  U M U M .

Seba-eai tindak Ia'jut ditetapka'nya Kepurusan Meriteri Daram
Negeri Nomor 39 tahun l992tentang pedoman o.guniruoi Dinas
Daerah. telah ditetapkan pura Keputusan Menteri DIla,r Negeri di
bidang Kesehata' yang terdiri dari Keputusan Menreri Dalam
Negeri Nomor 2r rahun 1994 tentans pedoman organisasi dan
Tatakerja Dinas Keseharan. Nomor 22 Tahun r 994 tenta"ng pedoman
organisasi dan Tatakerya Rumah sakit umum Daerah dan Nomor
23 Tahun 1994 tentang pedoman Organisasi dan Tatakerja pusat' = 
Kesehatan Masyarakat (pUSKESUaS;.

Penetapan Keputusan menteri Dalam Negeri tersebut diatas
adalah dalam rangka penaraan organisasi ringkup Dinas Kesehatan
jajaran Departemen Dalam Negeri dan dimaksudkan dntuk makin
mendekatkan serta meningkatkan mutu pelavanan di bidang
Kesehatan.

organisasi Dinas Kesehatan, Rumah sakit umum Daerah
dan PUSKESMAS tersebut mempunyai,tugas dan fungsi yang
saling menunjang dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan
yang lainnya. Karena itu dalam petunjuk pelaksanaannya lebih
laniut perlu dilakukan sinkronisasi .agar diperoleh tesatuan
pandangan. gerak langkah dan kelancaran operasional, terutama
untuk  mengatas i  kenda la-kenda la  yang d ianggap dapat
mengak iba tkan te r jad inya  hambaran da lam pJu i runuun
operasional dan hubungan kerja dari masing-masing unit kerja
yang adapadaorganisasi di bidang Kesehatan. Sehubungan dengan
itu perlu memberikan petunjuk yang ditetapkan denga"n Instruksr
Menreri  Dalam Neeeri .
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I  DINAS..KESEHATAN.

Ee*. r,.qso-r..r;ff :
tt't<'"rst 

"iifibaerah 
Tingkat i dan Dinas Kesehatan

B .

h Tinekat Il aaatah Unsur Pelaksana Pemerintah

Daerah Tingkat I  d4n Daq,rah Tingkat l l  d i  bidang

:;Kesehatart .  berada di  bawah dan bertanggung jawab

kepada{(epal l  Daerah.
] :

2. Antara Diiias Kesehatan Daerah Tingkat I dan Drnas

Kesehata-n Daerah Tingkat II tidak terdapat hubungan
hirarkis, tetapi hanya hubungan Fungsional.

-3. Hubungan Fungsional adalah hubungan yang terjadi
karena sifat tugas dan fungsi vang salxa dan hanva
dibedakan atas besarnya kewenangan dan luasnya
wilayah kerja,  dalam batas untuk memperlancar
pelaksanaan tugas-tugas.

4. Hubungan Fungsional tersebut dapat berupa.:

a. Tugas pembantuan;

b. Bimbingan'pelaksanaan tugas;

c. Penyampaian informasi kesehatan secara timbal
ba l i k .

Pola Organisasi.

Pola Organisasi Dinas Kesehatan diatur dalam bentuk

Pola Minimal dan Pola Maksimal.  Penentuan Pola
dirnaksudkan agar terdapat keserasian antara besaran

organisasi dengan beban kerja serta situasi dan kondisi Daerah
yang bersangkutan. Karena itu perubahan Pola Organisasi

Dinas Kesehatan dari PolaMinimal kePoiaMaksimal ataupun

seba l iknya d imungk inkan sesua i  dengan t ingkat
perkembangan dan perubahan beban kerja serta situasi dan
kondisi Daerah.

Perubahan pola organisasi Dinas Kesehatan Daerah
Tingkat I maupun Dinas Keseh,atan Daerah Tingkat'II dapat
, dilakukan, sepanj an g memenuh i kriteria y ang di tetapkan dan
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
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"  ber laku  { 'an  mqmpunya i  kemampuan d i  b idang
Kesehata f i .  ,  .

Kepala Dinas Kesehatan Daet-alflingkat I adalah seolang
Sariana Kesehatatr  r ,ane diun.gkat ' t lan cl iberhcnrikart
o l e h  N 4 e n t e r - i  D a l a m  N e g e r i  s e t e l a h  m e n d a p a r
pertrmbangan dari Menteri Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II adalah
seorang Sar jana Kesehatan  yang d iangkat  dan
diberhentikap oleh Gubernur.Kepala Daerah Tingkat I
setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kan,tor
Wilayah Departemen Kesehatan.

4. Guberngr Kepala Daerah Tingkar i atau Bupati/
Walikotamadya Kepala ttaerah Tingkar II, segera
memproses pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas
Kesehatan Daerah Tingkatl dan Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Tingkat II selambat-lambatnya d (enam) bulan
sejak dikeluarkannya Instruksi ini. r

Perangkapan Jabatan.

Perangliapan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Tingkat I oleh Kepala KantorWilayah Departemen Kesehatan
dan Perangkapan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Tingkat II oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan segera
diakhiri sejak dikeluarkannya Instruks,i Menteri Dalam Negeri
ini, hal itu sejalan pula dengan ketentuan yang termuatdalam
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994.

Pembentukan dan Perubahan Organisasi.

Pembentukan dan perubahan organisasi Dinas Kesehatan
Daerah ditetapkan :

I . Dinas Kesehatan Daerah Tingkat l dan Dinas Kesehatan
Daerah Tin_ekat II dibentuk berdasarkan kewerrangan

3 .

D .

E.
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'  
, ldan ber-laku setelah menddpat pengesahan dari Menteri

Dalam Negeri . a
! + t

3. Pembentukan Organisasi  Dinas Kesehatan Daerah
ti iig].ut Ii iJ r tcLapkar erc'ga. pe'aru'au Dacrarr Ti n gkai
I I  dan berlaku setelah mendapat pen-eesahan dari
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .

1. Perubahan organisasi Dinas Keseharan Daerah riirskat
I dan Organisasi Dinas Keseharan Daerah tingkai II.
baru dapat dilakukan setelah mendapat Dersetujuan

. tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Cabang Dinas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun
1994 yangmerupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam
Negeri nomor 39 Tahun 1992. tidak lagi menlatur. Cabang
Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I, dan Cabang Dinas
Kesehatan hanya dimungkinkan dibenruk di Daerah Tingkat
il yang pembentukannya berdasarkan kriteria yang dtetapkan
Menter i  Dalam Negeri .

Cabang Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I yang masih
ada saat ini harus segera dihapus selambat-lambatnya selama
1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Instruksi ini. parapegawai
Cabang Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dapat dialihkan
menjadi pegawai yang diperbantukan pada Dinas Kesehatan
Daeratr Tingkat II dan/atau UpT Dinas Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur pelaksana
teknis Dinas Kesehatan antara lain Rumah Sakit Umum
Daerah, PUSKESMAS dan Sekolah atau Akademi,Keseharan.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas drmaksud
dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria yang drtetapkan

F.

G
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dan atas 1,., t. r::l.fjl',. Menre5l,palonr N.9"!i.r' 
;., .

Kelompok jabaian,[-ung1lq,1gl,,1r", i,f; - ;:
J abatarr Fu rr gs ional pddf'bin;.* f or*ffi

III"

tersebar padz S&tudt1:Siltuan Organisasi, atau k€
Kepral'a,Dinas Kesbhatari , .,:,1 , :,,

. $ . . r , 1 *

Penreceng iabatan Fungsidnal dinraksrrd nrenlpunl,ai
tu gas mel ak san ak an tiigas-tugas rilan g befdasagltan keah I i air
dan/ketrar-npilan rerrenru serta beri,ifat rhandiri.

ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja.. .

l . Rumah Sakit Umum Daerah adaiah sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I
atau Dinas Keseharan Daerah Tingkat II.

R-umah Sakit Umum Daerzih'sebagai Unit pelaksana
Teknis Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya secara teknis fungsional beftaxggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secar a taktis operasional berada
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Tanggung Jawab Teknis.Fungsional sebagairnana
dimaksud angka 2,diat4s adalah tanggung ja$ab dalam
r4ngka pelaksanaan keld aksanaan pelayan an dibidan g
kesehatan di Daerah, meliputi fungsi perencanaan,
pelayanan/pel aksanaan d,an pen gen dal i an kesehatan di
Daerah yang ber'sangkutan. , -.

Tanggung, jawab Taktis, Qperasional sebagairlrrana
dirnaksud, angkq 2; r.diatas,.adalah dalam rangka
pelaksanaan tugas:tugas pperasional Rumah Sakit,
se.bagai suatu sistim .manajemen, pelayanan di :Ru,mah
Sak i t  me l ipu t i  perencanaan,  pe laksanaan dan
pengendalian dibidang kepegawaian, keuangan dan
material Rumah Sakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah,adalah seorang
Dokter yang pengangkatan_ny.arberdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

527
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B*,

ftemenuhi pers)larat4n -sgsuai peraturan perundan-q-

undangan )iang berl,iiku dfan rnempunyai kemampuan
...€:

. r , . ' . .  d rb rdang - tek f i i l  keseha tan .  
'  

*
,  , l ;  . .  . t  . - '  :

"  :2 . ' *  D i?ek tur /Wak i l  D i rek tu r  Rurnah Suk i t  L Imurn  Dae la l r
T ingkar  I  ada lah  sco l 'anp .  dok te  l  raug d ia r igka t  . tan
diberhent ikan olch Gubernur Kepaia Daerah Tingkat I .
Ctas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat l .
setelah mendapat pertimbangan Menteri Kesehatan.

3. DirekturilVakil Diiektur Rumah Sakit Umum Daerah
Tingkat ll adalah seorang dokter yang diangkat, dan
diberhent ikan oleh Bupat i /Wal ikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II setelah mendapat pertimbangan
Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.

C. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah.

l. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari
kelas A, B. C serta D dan peningkatan kelas Rumah
Sakit Umum Daerah dilakukan sebagai berikut :

a.' Usul peningkatan kelas RSUD dilakpkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dandisampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan
penilaian aspek pembinaan dan kelembagaan
RSUD.

Sehubungan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I dimaksud Menteri Dalam Negeri meminta Menteri
Kesehatan untuk rnemberikan pertimbangannya
dari segi aspek teknis'medis terhadap RSUD yang
bersangkutan.

Berdasarkan usul tersebut Menteri Kesehatan
memprakarsa i '  per temuan Menter i  Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara. Departemen
membahas membahas usul tersebut.

b .
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d .

D.

E.

t .

Keputusan penerapan Kelas RSUD dari Menteri
Kesehatan disampaikan kepada Daerah untuk
dituangkan dalam PERDA.

2. Perubahan,Kelas Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan
dengan P€raturan Daerah,dan berlaku setelah mendapat
pengesahan dari Fejabat yang berwenang.

Instalasi .

Instalasi di Rumah Sakit U-mum Daerah pada masing-
masing kelas disesuaikan dengan kebutuhan dan ke mampuan
yang ada dan dapat dilakukan penambahan instalasi setelah
mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pembinaan.

1. PembinaanyangdilakukanterhadapRumahsakitUmum
Daerah milik Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II
terdiri dari :

a. Pembinaan Teknis Fungsionall

b Pembin4an Taktis Operasional;

c: .Perhbinaan Teknis.

2. Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala
Dinas Kesehatan meliputi :

a. Pelaksanaan pelayanan kesehdtan di Rumah Sakit
Umum Daerah;

b. Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan rujukanl

c. Penanggulangan bencana penyakit menular:

529
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. ' - i i r ' - ,:. 't ' i 1-.,., ., Pembegj&tt.peniiaian:danfpenandatanganan Daftar-  Pen i la ian  Pe laksanarn  Peker jaan (DP3)  I ) i rek t r r r
R u m a h '  S a k i f  U m ' u m  D a e i a h  y a n g ' p a n g k a r /' t  : . '  i a b a t h i n y ' a i , { e b i h t ' t r n g - e i ' d a r i  

- K e p a i a  
D i n a s

Kesehaatan. ' :

b. Pembiiiadn Administrasi Keuansan.

Pengembangan pelay.an?n keseltatan
: Y  .  a  )  J "

! 1

b1haap,!3,ti115 :-Oge rasi g.n aJ,d i I aku kan o I eh Kepal a
-an terdtH oarl. :

Fenyusunaii Rencana Anggaran Belanja
Rumah,Sak i t 'Urnum,Daerah d i lakukan
b- grsalnan:$arh&,afltara, Rumah ,.Sakit Umum' 
Daerah dengan Dinas Kesehatan Daerah;

Anggaran Belanja Rumah Sakit ,Umum
Daefah,  ba ik  tu t in  maupun Anggaran
Pernbangunari' yang diperbleh dari APBD,
,harus  meleJu i ,  D inas  Kesehatan  yang
bersangkutan sebagai, Pos Transito;

3) APBD yang diperuntukkan bagi.Rumah Sakit
Umum Daerah dikelola oleh Rumah Sakit
Umtrrn, Daerah secara Otonom.

Pembinaan'Teknis dilakukan Departemen Kesehatan/
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan secara
terkoordipasi dap,,pelgk-sanaanny4 dilakukan rnelalui
atau atas sepengetahuan Dinas Kesehatan sebagai Aparat
y an g ber$angglmg j awab' terh ad ap'pelaks anaan u ru san
rumah tang ga dagrah dibidan g .Kesph atan berdasarkan
Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1987.
Kepdla Rumah Sakit Umum Daeraf secara periodik
membuat laporah pe'laksaniian Program kepada Dinas
Kesg[gt4n.

Dewan Penyanfun dan Satuan Penjawas Intern.

Fadd Ruinah rsakit Umum Daerah Tingkat I dan Rumah
Sakit U.murn D},erah TingkatlsertaRumah Sakit Umum
Daerah yang ditetapkan sebagai Unit Swadana dapat

l )

, \

+̂ .

5 .
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8 . Kelompok f itathn f,ungsibnal.

iS"o^1,:l Fulssigtat 
f;* Rsm",ii,saLit u.rr+uin

Kdilrff f'fi:il,fr B,X"i.l,,,"fl,l,oh-#i*#
Daerah.

fff:$.ft:iirrli{,:iili ,*:*1ffi;;rertentu serta bersifat mandiri.
c 

f$:Ht*:fffi"i:,*:lg:'-":-"r adarah Ke{onapok
a u"'i" ! gui ; ;";';;':*11'jf" # itt:,.ff il -. d = 
::fy_.dis=Fungsional _b3rada dibawah dan
tff#B:?:jf:ab kepada or,.**r n,*"h sakii

e. 
I:l"",I",gmpok Staf rr4cdll Fynggional diangkat
-!1?1. f:prlu Daerah aras xsul 5i."ii],r"nu,nur,
;Xil 

umum Daerah untuk masa k.,;:,; j (ttea)
TV. ORGANISASI PUSAT KESEHATAN NTNSYANAKAT.

A. Kedudukan dan.Hubungrn f.ju . : ,.-. ;, , 
--...*^

I. pusat Kesehalg ylrlqrukll (Pf/sfnsMAs) adalah' 
Unit pelaksana Teknis ili""111rehatan.D-aerah TingtatlI, be rad a d i u a w an_JanG;;; qq" 

" 
gJ_u*uu t 

"p 
u.o u f upuruDinas Kesehatan d;r.h fi;gkat IL

2, PUSKESMAS pembantu mempaku?. yn,J Kerja yang
ililt'lT."tanrusaspusGsluiAffi ,i"slHi,Jiu.uun
oupotiix$l o'n bertanggung i';"u l?0.J"?6;;

3.' Bidan di,Ddde,ddalah Bidan y.ang ditempatkan dan-bertugas di q"."., ,*"ip"]ri", wilayah kerja I sampai 2

5sx;



desa. D rdalam me la[sgrek.4n $qs pe I ay anan Kesehatatt

, ,  Ibu dan Anak serta.Kelp"aigeBeiencana baik didalam
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i i langsung kepada Kepala PITSKESMAS'

r B. Pembentukan PUSKESMAS'
'1 ' '  i '  

l .  PUSxESM,- {s  dapat  ,d ibenruk  sesua i  dengat i
perkemban-ean dan. keb-utuhan Daerah Tin-ekat II.
drtctapkan dengan pcraiuran Dacrah Tingkat II dan
berlaku setelah nrendapat pengesahan Kepala Daerah
Tingkat I .

2 .  PUSKESMAS Pembantu  dapar  d ibentuk  se te lah
mendapat persetujuan dar,i Kepala Daerah Tingkat II.

C. Pengangkatan Dalam Jabatan.

l. Kepala PUSKESMAS adalah seorang Dokter dengan
status Pegawai Negeri atau Pegawai f idak Tetap.

2. Kepala PUSKESMAS Pembantu adalah seorang dokter.
dokter gigi atau paramedis dengan setatus Pegawai= 
Negeri atau Pegawai Tidak Tetap.

Pen gan gkatan dan pemberhentian Kepala PUS KES MAS
ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat Ii atas usul
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II setelah
berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen
Kesehatan Kabgpatel/Kotamadya

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala PUS KESMAS
Pembantu ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Tingkatll atas usul Kepala PUSKESMAS setelah
berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen
Kesehatan Kabupaten /Kotamadyg.

Diteapkan di.Jakana
pada tanggal .23 Januari 1996
MENTERI DALAM NEGERI

, .  , j tq  ' .
MOH. YOGIE S.M.
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